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DASAR HUKUM

Permendagri 17/2007

* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

® Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pen

Permendagri 108/2016 by d

* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun kﬁv
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik e v
Negara/Daerah -

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 sy
Tahun 2016 tenteng Pedoman Pengelolalan | | =
Barang Milik Daerah. TP




PENGERTIAN DAN TUJUAN

Permendagri 17/2007 Permendagri 108/2016

* Kodefikasi adalah pemberian * Kodefikasi Barang adalah
pengkodean barang pada setiap pemberian kode barang milik
barang inventaris milik Pemerintah daerah sesuai dengan
Daerah yang menyatakan kode penggolongan masing-masing
lokasi dan kode barang. barang milik daerah

e Tujuan pemberian kodefikasi * Tujuan : Penggolongan dan
adalah untuk mengamankan dan kodefikasi barang milik daerah
memberikan kejelasan status bertujuan untuk mempermudah
kepemilikan dan status pelaksanaan pengelolaan dan
penggunaan barang pada masing- penatausahaan barang milik

masing pengguna. daerah.



ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN

L

* Belum mengakomodir Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah.

* Belum Sinergi dengan akun pada laporan
neraca Pemerintah Daerah.

* Tidak Diatur Kodefikasi Persediaan.

» Tidak Diatur kodefikasi Akumulasi
Penyusutan/Akumulasi Amortisasi

e Tidak Diatur Kodefikasi Aset Lainnya
(Kemitraan Pihak Ketiga, ATB, Kondisi
Rusak Berat,Idle).

* Perlu konversi dalam mendukung
laporan neraca Pemerintah Daerah

Sudah mengakomodir Kebijakan
akuntansi Pemerintah Daerah (Kode
lokasi Intra komptabel dan
ekstrakomptabel)

Sudah sinergi dengan akun pada
Laporan neraca Pemerintah Daerah

Mengatur Kodefikasi Persediaan

Mengatur Kodefikasi Akumulasi
Penyusutan/Akumulasi Amortisasi.

Mengatur Kodefikasi Aset Lainnya.
Tidak memerlukan konversi dalam

. mendukung laporan neraca Pemerintah}"'




KODE LOKASI KEPEMILIKAN

Permendagri Permendagri
17/2007 108/2016

ODE LOKASI BARANG :

¢ barang milik pemerintah pusat (kode

KODE LOKASI BARANG :
* barang milik pemerintah pusat BM/KN

(kode 00); 00); N _
* barang milik pemerintah daerah provinsi * bara!"ug_millk pemerintah daerah
(kode 11); provinsi (kode 11);

¢ barang milik pemerintah daerah
b, kabupaten/kota (kode 12); dan

barang milik lainnya (kode 13).

. * barang milik pemerintah daerah
> kabupaten/kota (kode 12); dan




Permendagri 17/2007

e LEVEL 1 KODE GOLONGAN (2
Digit)

e LEVEL 2 KODE BIDANG (2
Digit)

e LEVEL 3 KODE KELOMPOK (3
Digit)

e LEVEL 4 KODE SUB
KELOMPOK (2 Digit)

e LEVEL 5 KODE SUB-SUB
KEOMPOK ( 2 Digit)

e LEVEL 1 KODE AKUN (1 Digit)

e LEVEL 2 KODE KELOMPOK (1
Digit)

« LEVEL 3 KODE JENIS ( 1 Digit)

« LEVEL 4 OBJEK (2 Digit)

e LEVEL 5 RINCIAN OBJEK (2
Digit)

e LEVEL 6 SUB RINCIAN OBJEK
(2 Digit)

e LEVEL 7 SUB-SUB RINCIAN
OBJEK (3 Digit)

Permendagri 108/2016




NOMOR KODE LOKASI

¢+ Kode urut provinsi diaturdalam +* Kode provinsisesuai peraturan
lampiran 39 Permendagri 17/2007. - perundang-undanganyang mengatur
- 8 kode dan data wilayah administrasi
8 o~ pemerintahan.
._f_"_'!. +»* Kode urut Kabupaten/Kota diatur g Kode kabupaten/kota sesuai peraturan
: dalam lampiran40 Permendagri =] perundang-undangan yang mengatur
= 17/2007. u:n kode dan data wilayah administrasi
%ﬂ %1 pemerintahan.
'E 5 ++ Kode pengguna barang untuk daftar
@ +» Nomor Koode SKPD memperhatikan = barang pengguna atau kode pengelola
E pengelompokkan Bidang(22 Bidang) O barang untuk daftar barang pengelola
E Q. sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kode kuasa pengguna barang sesuai

ketentuan peraturan perundang-
undangan.




) PERBANDINGAN KODEFIKASI BMD

Sub-sub
Go;onEan I{elnmpuk Kelompok
A
Bidang Sub T
/T Kelompok

Permendagri 17/2007
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Permendagri 108/2016 ‘

A 4 \ 4 v
Y Elmge A 4 s \/ Sub Rincian
Akun Jenis Rincian Objek Sub-sub

Objek Rincian Objek



) PERBANDINGAN KODE LOKASI

Kode Kode Kode Unit Kode Sub Unit /
Kepemilikan Kabupaten/Kota Bidang Satuan Kerja
Kode Provinsi ] Kode Bidang Kode Ta*_‘“"
Pemlfllan

Permendagri 17/2007 ‘

X X[ XX XXX X] .| X|X]. [ X]X].[|X]|X

XX .| X[ X].[X[X].[X[X].[|X[X|X|X[X|.|X[X[X|X|X].|XX[X|X|X

| |
\l/ Permendagri 108/2016 ‘

Kode Intrakomptabel/
v v
Ekstrakomptabel Kode Kada uass
Pengguna Baran
K \/ Kabupaten/Kota \ g8 8 \f
Kode status  Kode Provinsi Kode Pengguna Kode Sub

Barang/Pegelola Barang

Kepemilikan Kuasa Penguna Barang



e PERSAMAAN TINGKAT LEVEL
URAIAN KODEFIKASI BMD

"'-.* Fen,

Permendagri
108/2016

2 ero2o0C0on
‘mowaermm

1 ASET
£ O i 1 1 ASET LANCAR
o2 o2 AT AT-ALAT EESAR
o2 o2 ATAT-ALAT ANCGEUTAN 1 3 HSET TETHP
oz 04 |ALAT EENCEFL DAN ALAT UKUE 1 3 1 [TANAH
o2 05  |ALAT PERTANIAN % 1 3 2 |PERALATAN DAN MESIN
o2 06 WLAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1 3 3 |GEDUNG DAN BANGUNAN
e OF FLAT SRR A RO 1oy 3 4 |JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
= S 1 3 5 ASET TETAP LAINNYA
o2 os T LAECRATORIUM
= I s e P A AR R A 1 3 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
03 - GAN GEDUNG DAN BANGUNAN I 3 T JAKUMULASI PENYUSUTAN
03 11  |[BANGUNAN GEDUNG 1 5 ASET LAINNYA
03 12 RIOTITIAMETT
04 = COLONGAN JALAN IRIGAST DAN JARTNGAN 1 3 2 |[KEMITEAAN DENGAN PIHAK KETIGA
(823 13 ITATAT DA JEMEATAT
= e — 5 3 |ASET TIDAK EERWUJUD
= e beaa 1 5 4 |ASET LAIN-LAIN
04 TARTHNGAN " _ _ JAKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK
05 GOLONGAN ASET TETAP LATNNYA 2 = BER‘I;I"."LTJ LTD
= :’f“*” = i | s | ¢ [AKUMULASI PENYUSUTAN ASET

- - = LAINNYA

FEWAIN DA TERIAK HEBIRETA TANARMAN

GOLONGAN KONSTRUKSI DALANM PENGERJAAN



PENULISAN KODE REGISTRASI

BARANG MILIK DAERAH

, Kode status kepemilikan

barang

Kode Intrakomptabel atau
" Ekstrakomptabel

Kode provinsi

Kode kabupaten /kota

L ]

Kode pengguna barang atau
pengelola barang

— » Kode kuasa pengguna barang
— Kode sub kuasa pengguna
barang

rTahun Perolehan

xX] . [x[x] - [x]x X x1x|x|x|x| |xix[x xX[x x x[X[x[x] . [x][x[x][x]

E‘Nomar urut pendaftaran
L » Sub-Sub rincian objek
Sub Rincian objelc
Rincian objek

Objek

Jenis

Kelompok Permendagri 103{ 2016
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